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The purpose of this study is to analyze the recognition of intangible assets and to 
compare the straights line method with the declining balance method in 
determining income tax. The method in this research is evaluation and qualitative 
research type. From the results of the research, it was identified that the company 
has intangible assets in the form of a personnel information system worth IDR 
35,000,000, all costs used to obtain the system are recognized as intangible assets 
according to the criteria for intangible assets according to PSAK 19. 
Amortization calculation results in 2019 using the straight-line method amounted 
to IDR 8,750,000. So that the commercial comprehensive income generated is 
IDR 27,425,574,392. Meanwhile, the declining balance method resulted in 
amortization of IDR 17,500,000 and the resulting comprehensive commercial 
profit of IDR 27,416,824,392. After the fiscal reconciliation was carried out, the 
Income Tax amounted to IDR 6,285,027,465 using a straight line as the 
amortization calculation. Meanwhile, Income Tax with amortization costs uses the 
declining balance method of IDR 6,282,964,965. There is a tax savings of IDR 
2,062,500 if you use the Decreasing Balance Method. So that the declining 
balance method is very suitable to use when economic conditions are sluggish like 
today due to the impact of Covid-19. The tax savings can be used to increase the 
company's capital to run business operations. 
 




Tujuan dari penelitian ini untuk untuk menganalisis pengakuan aset tak berwujud 
dan membandingkan metode garis lurus dengan metode saldo menurun dalam 
menentukan pajak penghasilan. Metode dalam penelitian ini adalah evaluasi dan 
jenis penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian, diidentifikasi perusahaan memiliki 
aset tak berwujud berupa sistem informasi kepegawaian senilai Rp 35.000.000,-, 
seluruh biaya yang digunakan untuk memperoleh sistem tersebut diakui sebagai 
aset tak berwujud sudah sesuai dengan kriteria aset tak berwujud menurut PSAK 
19. Hasil perhitungan amortisasi pada tahun 2019 dengan menggunakan metode 
garis lurus yaitu sebesar Rp 8.750.000. Sehingga laba komprehensif komersial 
yang dihasilkan sebesar Rp 27.425.574.392. Sedangkan metode saldo menurun 
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yang dihasilkan sebesar Rp 27.416.824.392. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, 
Pajak Penghasilan sebesar Rp 6.285.027.465 jika menggunakan garis lurus 
sebagai penghitungan amortisasi. Sedangkan Pajak Penghasilan dengan biaya 
amortisasi menggunakan metode saldo menurun senilai Rp 6.282.964.965. 
Terdapat penghematan pajak sebesar Rp 2.062.500 jika menggunakan Metode 
Saldo Menurun. Sehingga metode saldo menurun sangat sesuai digunakan saat 
kondisi perekonomian sedang lesu seperti saat ini karena dampak covid-19. 
Penghematan pajak tersebut bisa digunakan sebagai penambah modal perusahaan 
untuk menjalankan operasional usaha. 
 




Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan membuat 
dunia bisnis semakin berkembang dengan cepat, sumber-sumber sebagai 
informasi bisnis juga harus ikut berkembang. Supaya informasi dapat terlaksana 
dengan efisien maka alat informasi juga harus berevolusi. Semula penyusunan 
informasi masih manual maka dituntut menggunakan digital agar penyajian 
laporan keuangan lebih berkualitas, rasional, objektif dan memudahkan pemakai 
laporan keuangan mengambil keputusan. Namun sistem digital yang canggih 
harus di dukung dengan sumber daya manusia yang handal pula. Intellectual 
capital sangat mempengaruhi nilai perusahaan (Imaningarti and Sari 2015). Hal 
ini merupakan tuntutan yang wajar, agar manajemen akan terus mengupgrade 
ilmunya sehingga laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Pedoman 
Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) terbaru. Salah satu pembahasan dalam 
PSAK terbaru yakni PSAK 19 tentang aset tak berwujud. 
Aset tak berwujud dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu dapat di 
indentifikasi dan tidak dapat di identifikasi (Riahi and Belkaoui 2011). Perlakuan 
akuntansi untuk aset tak berwujud tidak semudah aset berwujud atau aset tetap, 
karena sifatnya yang tidak berwujud. Seringkali terjadi konflik antara pengakuan 
aset tak berwujud tersebut diakui sebagai aset tetap atau aset tak berwujud, atau 
bahkan diakui sebagai biaya. Permasalahan yang sering muncul disebabkan 
karena aset tak berwujud tersebut dihasilkan oleh internal sehingga kesulitan 
menentukan biaya historis yang digunakan sebagai pengukuran nilai aset tak 
berwujud tersebut. Jika aset tersebut diperoleh dari pihak eksternal pun harus 
dipilah dulu, karena aset tak berwujud yang melekat pada aset tertentu maka 
diakui sebagai aset tetap. Sedangkan untuk penilaian aset tak berwujud yang 
diperoleh dari pihak lain dicatat senilai biaya perolehannya (Warren et al. 2014). 
Seperti hasil penelitian berikut biaya situs web bukan diakui sebagai beban namun 
seharusnya diakui sebagai aset tak berwujud (Sofia 2018). Penelitian lain 
menunjukan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk seluruh proses produksi aplikasi 
dicatat sebagai biaya bukan dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud (Firmansyah 
and Hartanto 2019). Perbedaan antara pengakuan aset tak berwujud tersebut 
sangat mempengaruhi penyajian dalam laporan keuangan, sehingga berpengaruh 
pula dalam perhitungan amortisasi. 
Amortisasi merupakan pengalokasian untuk aset tak berwujud selama 
masa manfaat dapat di depresiasikan (Hermawan et al. 2019). Pembebanannya 
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konsep dari matching principle (Firmansyah and Nurwati 2020). Bagi aset tak 
berwujud yang tidak dapat diidentifikasi atau memiliki umur manfaat tidak 
terbatas. Berdasarkan komersial atau PSAK 19 tidak dilakukan amortisasi, namun 
disyaratkan melakukan pengujian untuk penurunan nilai setiap tahun dengan cara 
membandingkan jumlah terpilih dengan jumlah tercatat. Salah satu penelitian 
menggunakan pendekatan kapitalisasi-amortisasi yang menyatakan bahwa 
pendekatan amortisasi memiliki hubungan antara laba akuntansi (Suryandari and 
Yunitha 2011). Berbeda dengan hasil penelitian lain yang menyatakan bahwa 
beban amortisasi aset tidak berwujud yang disajikan dalam laporan keuangan 
memiliki nilai negatif terhadap nilai pasar ekuitas (Setijawan 2011). Sedangkan 
untuk aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi atau memiliki masa manfaat 
terbatas secara komersial atau berdasarkan PSAK 19 ada tiga metode amortisasi 
yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Salah 
satu penelitian menyatakan aset tak berwujud seperti piranti lunak dan lisensi 
dengan menggunakan metode garis lurus akan menghasilkan laba komersial lebih 
banyak (Firmansyah et al. 2020). Beda pengakuan jenis aset tak berwujud berbeda 
pula penentuan metode amortisasi yang digunakan sebagai pembebanan. Namun 
metode amortisasi yang digunakan dalam laporan laba rugi menurut PSAK 19 
Tahun 2018 atau disebut komersial tidak semuanya diakui oleh UU PPh sebagai 
dasar perhitungan pajak. 
Pajak merupakan iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian harta 
kepada negara. Dengan kata lain sebagian daya beli rakyat ditarik oleh pemerintah 
untuk Negara (Bohari 2012). Sebelum menghitung pajak penghasilan pihak 
manajemen akan melakukan perencanaan pajak dengan mencari celah dalam 
peraturan perpajakan melalui memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan atau 
meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang pajak serta 
pemilihan metode akuntansi (Rori 2013). Metode akuntansi yang dimaksud salah 
satunya adalah metode penyusutan aset tak berwujud atau amortisasi. Mengacu 
pada pasal 11A ayat 2 UU PPh No. 36 Tahun 2008, metode amortisasi yang 
digunakan sebagai penentuan pajak penghasilan perusahaan yaitu metode garis 
lurus dan metode saldo menurun (Kemensekneg RI 2008). Adanya perbedaan 
metode amortisasi secara akuntansi yang selanjutnya disebut amortisasi komersial 
dengan metode amortisasi secara pajak yang selanjutnya disebut amortisasi fiskal. 
Perbedaan ini akan mengakibatkan timbulnya selisih nilai biaya amortisasi 
menurut perhitungan komersial dengan biaya amortisasi yang dihitung 
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan atau fiskal. Sehingga akan 
menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak 
(PKP). Besarnya PKP sangat mempengaruhi besarnya pajak penghasilan yang 
akan dibayar oleh perusahaan (Ainiyah 2018). Pengetahuan yang baik tentang 
peraturan perpajakan agar perusahaan tidak terjebak dalam penyelundupan pajak 
atau melanggar ketentuan pajak, sehingga perusahaan akan menanggung 
konsekuensinya (Sugeng 2011). Seperti PT. XYZ dalam menyusun laporan 
keuangan fiskal, perusahaan belum sesuai dengan UU No. 36/2008 sehingga 
berdampak pada perhitungan pajak penghasilan (Wijaya and Widjaja 2019). Sama 
halnya dengan yang dilakukan oleh PT. AV dalam menyusun SPT Tahunan 
Badan, akibat kesalahan pembebanan biaya menimbulkan selisih kurang bayar 
dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena harus membayar sanksi dan 
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Peraturan Perpajakan agar perhitungan pajak penghasilan tepat dan terhindar dari 
sanksi atau denda serta penghematan pajak pun bisa dilakukan oleh perusahaan. 
PT. Petrokopindo Cipta Selaras Gresik merupakan perusahaan di bidang 
usaha logistik. Lingkup usahanya antara lain angkutan darat, pergudangan, usaha 
perdagangan umum dan jasa persewaan alat berat serta perbengkelan. Aktivitas 
perusahaan tidak terlepas dari penggunaan aset tak berwujud. Aset tak berwujud 
yang diakui oleh perusahaan adalah perangkat lunak. Aset tak berwujud tersebut 
dalam setiap periode akan mengalami penurunan nilai manfaat maka akan 
dilakukan penghitungan amortisasi setiap akhir periode. Metode amortisasi yang 
digunakan antara PSAK dengan Peraturan Perpajakan kemungkinan berbeda 
sehingga harus dilakukan rekonsiliasi fiskal, karena pembebanan tersebut akan 
mempengaruhi penyajian dalam laporan keuangan fiskal yang digunakan sebagai 
dasar penentuan pajak penghasilan. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengakuan aset tak berwujud dan membandingkan metode garis 




Aset Tak Berwujud 
Menurut Peraturan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 19 Revisi 
2018 definisi aset tak berwujud adalah “Aset nonmoneter teridentifikasi tanpa 
wujud fisik”. Sedangkan menurut para ahli aset tak berwujud didefinisikan 
sebagai berikut: Menurut Jusuf (2011) bahwa aset tak berwujud adalah hak, hak 
istimewa, dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilikan aset jangka 
panjang yang tidak memiliki substansi fisik (tidak berwujud). Menurut Kieso 
(2017) bahwa aset tak berwujud memiliki tiga karakteristik antara lain aset 
tersebut dapat diidentifikasi, tidak memiliki eksistensi fisik, dan bukan merupakan 
aset moneter. Sedangkan menurut Martani et al. (2017) bahwa aset tidak berwujud 
adalah aset nonmoneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik. Beberapa 
karakteristik utama yaitu dapat diidentifikasi, kendali dan tidak mempunyai wujud 
fisik. 
Aset tak berwujud akan diakui bila kriteria utama berikut terpenuhi: (1) 
Aset tak berwujud dapat diidentifikasi secara terpisah dari aspek entitas lain. (2) 
Penggunaan aset tak berwujud dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari 
tindakan atau kejadian dimasa lalu. (3) Terdapat manfaat ekonomi dimasa 
mendatang yang mengalir ke entitas. (4) Biaya perolehan aset dapat diukur secara 
andal (Kartikahadi et al. 2016). 
Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perangkat lunak komputer, terdapat 
beberapa alternatif perlakuan akuntansi: (1) Pada perusahaan pengembangan 
perangkat lunak. Biaya penelitian yang timbul selama mengembangkan program 
perangkat lunak harus dibebankan. Sedangkan biaya yang timbul dalam fase 
pengembangan dapat dikapitalisasi apabila memenuhi kriteria utama pengakuan 
aset tak berwujud. (2) Perangkat lunak yang dikembangkan untuk digunakan 
secara internal, semua biaya harus dibebankan. Karena entitas kesulitan untuk 
menunjukan program tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa depan 
bagi entitas. (3) Perangkat lunak yang dibeli untuk dijual diakui sebagai 
persediaan. Perangkat lunak yang dimiliki untuk dijual hak pakainya atau 
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perangkat lunak yang dibeli untuk dipergunakan sendiri dan merupakan bagian 
integral dari perangkat keras, maka akan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Namun 
bila biaya perolehan perangkat lunak bukan bagian integral dari perangkat lunak 
maka diakui sebagai aset tak berwujud (Kartikahadi et al. 2016).  
Menurut PSAK 19 penilaian aset tak berwujud sebagai berikut: (1) Aset 
tak berwujud yang diperoleh melalui pembelian. Perusahaan mencatat sebesar 
biaya perolehan atas aset tak berwujud yang dibeli dari pihak lain. Biaya 
perolehan terdiri dari harga pembelian (termasuk bea masuk dan pajak pembelian 
yang tidak dapat direstitusi), biaya jasa hukum, dan biaya insidental lainnya. (2) 
Aset tak berwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Aset tak berwujud 
yang diperoleh melalui pertukaran saham atau aset lainnya, maka perusahaan 
mencatat biaya perolehan sebesar nilai wajar dari aset yang dipertukarkan atau 
nilai wajar dari aset tak berwujud yang diterima, mana yang lebih jelas. (3) Aset 
tak berwujud yang diperoleh dari hasil pembuatan sendiri. Perusahaan 
membebankan semua biaya tahap penelitian dan beberapa tahap pengembangan. 
Biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi bila kriteria viabilitas ekonomi 
terpenuhi (IAI 2018). 
Menurut Kieso (2017), jenis-jenis aset tak berwujud diklasifikasikan 
berikut ini: (1) Aset tak berwujud terkait pemasaran, contoh: Merek/nama dagang, 
kepala surat kabar, nama domain internet, dan perjanjian nonkompetisi. (2) Aset 
tak berwujud terkait pelanggan, contoh: daftar pelanggan, pesanan atau backlog 
produksi, dan hubungan pelanggan kontraktual maupun non kontrak. (3) Aset tak 
berwujud terkait artistik, contoh: hak cipta atau copyright. (4) Aset tak berwujud 
terkait kontrak, contoh: waralaba (franchise) dan lisensi. (5) Aset tak berwujud 
terkait teknologi, contoh: paten. (6) Goodwill. (7) Biaya Penelitian dan 
Pengembangan (Research and development). 
Pelaporan aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan sama dengan 
aset tetap namun tidak ada akun kontra yang ditampilkan. Pada laporan laba rugi 
perusahaan harus menyajikan beban amortisasi dan penurunan nilai untuk aset tak 
berwujud selain goodwill secara terpisah dalam laba neto, biasanya disajikan 
dalam item baris terpisah. 
 
Amortisasi 
Defini Amortisasi sesuai dengan PSAK 19 (Revisi 2018) adalah “alokasi 
sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama umur manfaatnya” (IAI 
2018). Amortisasi menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 
menyebutkan bahwa “amortisasi dilakukan terhadap pengeluaran untuk 
memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya 
perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan muhibah 
(goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang 
digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan” 
(Kemensekneg RI 2008). 
Sedangkan menurut para ahli, amortisasi di definisikan sebagai berikut: 
Menurut Jusuf (2011) bahwa amortisasi adalah proses untuk mengalokasikan 
biaya perolehan aset tak berwujud. Menurut Hermawan et al. (2019) bahwa 
amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tidak berwujud yang dapat di 
depresiasikan selama masa manfaat aset tersebut. Dari pengertian tersebut dapat 
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berwujud harus diamortisasi secara sistematis selama taksiran masa manfaat, dan 
tidak boleh dibebankan seluruhnya pada periode perolehan. 
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menaksir masa manfaat 
aset tak berwujud PSAK Nomor 19 Revisi 2018 adalah sebagai berikut: (a) 
Ketentuan hukum, peraturan, dan perjanjian yang membatasi masa manfaat 
maksimum. (b) Kemungkinan untuk memperbarui atau memperpanjang batas 
masa manfaat yang telah ditentukan. (c) Pengaruh keuangan, permintaan, 
persaingan, dan faktor perubahan ekonomi dan teknologi yang mempengaruhi 
masa manfaat. (d) Perkiraan tindakan yang akan dilakukan oleh pesaing, 
pelaksana hukum atau peraturan dan lainnya yang membatasi keunggulan dalam 
daya saing (competitive advantage). (e) Adanya masa manfaat yang tidak terbatas 
dan masa manfaat yang diharapkan tidak dapat ditaksir secara wajar. (f) 
Kemungkinan aset tak berwujud terdiri atas beberapa jenis atau faktor yang 
mempunyai masa manfaat yang berbeda (IAI 2018). 
Masa manfaat aset tak berwujud dibedakan menjadi dua yaitu: (a) masa 
manfaat terbatas, aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus 
diamortisasi. Konsep amortisasi untuk aset tak berwujud sama dengan konsep 
penyusutan yang berlaku untuk aset tetap. Masa manfaat tersebut harus 
mencerminkan periode selama aset tersebut memberikan manfaat ekonomis bagi 
entitas. (b) masa manfaat tidak terbatas, suatu aset disebut memiliki masa manfaat 
tidak terbatas apabila tidak dapat ditentukan masa manfaat dengan periode waktu 
yang mana dalam periode waktu tersebut entitas dapat memperoleh manfaat 
ekonomis dari aset tak berwujud tersebut. Masa manfaat tidak terbatas bukan 
berarti masa manfaat tidak terhingga. Masa manfaat tersebut harus ditentukan 
berdasarkan rencana pengeluaran masa depan yang dibutuhkan untuk merawat 
aset pada standar kinerjanya (Martani et al. 2017). 
Metode amortisasi yang digunakan dalam akuntansi komersial rumusnya 
sebagai berikut: 
1. Metode Garis Lurus: 
  iaya Perolehan  Aset   Nilai  esidu 
Masa Manfaat Aset
 
2. Metode Saldo Menurun: 
Nilai Buku Awal Tahun x Tarif Saldo Menurun 
3. Metode Unit Produksi: 
  iaya Perolehan  Aset   Nilai  esidu                  
Estimasi Jam Penggunaan  otal
 
Perhitungan amortisasi juga memerlukan nilai sisa, biasanya diasumsikan sama 
dengan nol, kecuali ada komitmen dengan pihak ketiga untuk membeli aset tak 
berwujud pada akhir masa manfaatnya. Sedangkan Rumus metode amortisasi 
fiskal menurut (Waluyo 2016) sebagai berikut: 
1. Metode Garis Lurus: 
Biaya Amortisasi = %Tarif x Harga Perolehan Aset Tak berwujud 
2. Metode Saldo Menurun: 
Biaya Amortisasi =  2 x Persentase dari Metode Garis Lurus x Nilai Buku.  
Metode perhitungan amortisasi dapat dilakukan secara perpajakan melalui: 
(a) Konsisten dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat 
atau garis lurus. (b) Bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan 
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and Wicaksono 2009). Berikut pada Tabel 1 merupakan penentuan tarif amortisasi 
sesuai dengan UU Perpajakan. 
  






Garis Lurus Saldo Menurun 
Kelompok 1 4 Tahun 25% 50% 
Kelompok 2 8 Tahun 12,5% 25% 
Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,5% 
Kelompok 4 20 Tahun 5% 10% 
Sumber: (Kemensekneg RI 2008)  
 
Pajak Penghasilan 
Menurut Resmi (2017) bahwa pajak penghasilan (pph) adalah pajak yang 
dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya 
dalam satu tahun pajak. Sedangkan menurut Supramono and Damayanti (2015) 
bahwa pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada 
masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau 
diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. 
Pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu 
terhadap dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak (DPP) biasa disebut 
dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) (Rahayu 2019). Penghasilan Kena Pajak 
(PKP) (taxable income) merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan 
perpajakan yang berlaku (Suandy 2016). Penghasilan Kena Pajak atau sering 
disingkat PKP adalah dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak 
terutang (Susyanti and Dahlan 2015). 
PKP atau Laba Kena Pajak dapat dihitung dengan menggunakan 
pembukuan. Perhitungan PKP untuk Wajib Pajak Badan dapat menggunakan 
rumus sebagai berikut: PKP = penghasilan neto, atau penghasilan bruto – biaya 
yang diperkenankan UU PPh (Mardiasmo 2016). Sedangkan rumus untuk 
menghitung pajak penghasilan yaitu: PPh Badan = Tarif x Laba Kena Pajak 
(Tindagi and Morasa 2014). 
Berdasarkan No. SE-66/PJ/2010 tentang penegasan pada pasal 31 E ayat 1 
UU PPh. Penerapan tarif dibedakan menjadi: (1) Wajib Pajak Badan Dalam 
Negeri dengan peredaran bruto tidak melebihi jumlah Rp 4.800.000.000, tarifnya 
yaitu 12,5% (diperoleh dari 50% x 25%). (2) Wajib Pajak dengan peredaran bruto 
melebihi Rp 4.800.000.000 dan tidak melebihi Rp 50.000.000.000, dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: (a) (Rp 4.800.000 : peredaran bruto) x total 
Penghasilan Kena pajak = hasil. (b) Hasil x tarif 12,5%. (c) Sebagian penghasilan 
kena pajak lainnya setelah dikurangi tarif diatas dikalikan dengan tarif 25%. (3) 
Wajib pajak badan dengan peredaran bruto melebihi Rp 50.000.000.000. seluruh 
penghasilan kena pajak dikalikan dengan tariff 25% (Rahayu 2019).  
 
Koreksi Fiskal 
Koreksi fiskal harus dilakukan Wajib Pajak ketika menghitung besarnya 
PPh terutang pada akhir tahun. Apabila koreksi fiskal tidak dilakukan oleh Wajib 
Pajak, maka akan menimbulkan kesalahan dalam ketentuan pengakuan dan tata 
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perhitungan Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan Perpajakan. Hal-hal yang menyebabkan adanya koreksi fiskal: (1) 
Adanya perbedaan antara SAK dan peraturan perpajakan. (2) Adanya kompensasi 
kerugian fiskal. (3) Nilai yang tidak wajar karena adanya hubungan istimewa 
(Sambodo 2015). 
Melalui koreksi fiskal maka besarnya Penghasilan Kena Pajak secara 
komersial dan secara fiskal dapat berbeda. Perbedaan tersebut akibat adanya 
koreksi yang dapat berupa: (1) Koreksi positif, koreksi karena adanya perbedaan 
antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan Penghasilan 
Kena Pajak bertambah besar. (2) Koreksi negatif, koreksi karena adanya 
perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan 




Metode penelitian merupakan rancangan penelitian yang meliputi langkah-
langkah penelitian, waktu penelitian, sumber data dan analisa data (Sujarweni 
2015). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian evaluasi. 
Sedangkan jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Ruang lingkup dalam 
pembahasan penelitian ini yaitu mengevaluasi pengakuan aset tak berwujud yang 
dimiliki oleh PT. Petrokopindo Cipta Selaras Gresik sesuai dengan PSAK 19, 
serta membandingkan metode amortisasi atas aset tak berwujud secara komersial 
dengan metode amortisasi fiskal serta hasilnya terhadap pajak penghasilan tahun 
2019.  
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 
primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sejarah serta struktur organisasi 
perusahaan dan data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa daftar aset tetap 
tak berwujud, laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya 
konsolidasian pada tahun 2019. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah Data 
Kualitatif, yang digunakan yaitu berupa sejarah singkat, struktur organisasi 
perusahaan dan pengakuan perolehan aset tak berwujud. Data Kuantitatif, yang 
digunakan berupa data yaitu daftar aset tetap, metode perhitungan amortisasi, 
laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya konsolidasian pada tahun 
2019. 
Teknik pengunpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 
penelitian, karena memiliki tujuan untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan 
data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi dan 
gabungan dari keempatnya (Sugiyono 2014). Tehnik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Wawancara, mengumpulkan 
data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang 
berkepentingan pada perusahaan PT Petrokopindo Cipta Selaras Gresik, yaitu 
mengenai gambaran yang berkaitan dengan sejarah singkat perusahaan, struktur 
organisasinya, pengakuan perolehan aset tak berwujud dan metode perhitungan 
amortisasi yang digunakan perusahaan. (2) Dokumentasi, mengumpulkan data 
melalui dokumen atau catatan yang ada diperusahaan tersebut. Data yang 
digunakan dalam penelitian yaitu data daftar aset tetap tak berwujud, dan laporan 
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Teknik analisis data penelitian ini yaitu deskriptif. Pendekatan penelitian 
yang dilakukan secara deduktif yaitu membuktikan teori yang sudah ada 
(Sujarweni 2015). Langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) 
Mengevaluasi pengakuan aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan menurut 
PSAK 19. (2) Mengevaluasi amortisasi komersial dan amortisasi fiskal metode 
garis lurus. (3) Menghitung amortisasi komersial dan amortisasi fiskal metode 
saldo menurun. (4) Rekonsiliasi fiskal (lihat Tabel 2). (5) Menghitung Pajak 
Penghasilan, Tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan menggunakan Pasal 
17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu dikenakan sebesar 
25% dengan peredaran bruto melebihi jumlah Rp 50.000.000.000 (Sambodo 
2015).  
Penghasilan Kena Pajak      Rp xxx 
PPh Terutang : 
Tarif x PKP       Rp xxx 
Kredit Pajak : 
PPh Pasal 25    Rp xxx 
         Rp xxx 
PPh Kurang/Lebih Bayar Pasal 29    Rp xxx 
(6) Analisa perbandingan amortisasi fiskal dengan menggunakan metode garis 
lurus dan saldo menurun untuk mengetahui pajak penghasilan. (7) Interpretasi. 
 
Tabel 2 Rekonsiliasi Fiskal 











Harga Pokok Penjualan xxx 
 
xxx 
Laba Kotor xxx 
 
xxx 
Beban Operasi : 






Beban Penyusutan xxx (xxx) xxx 
Total Beban Operasi: xxx (xxx) xxx 
.............. 
   Laba Rugi Operasi xxx xxx xxx 
Pendapatan Lain-Lain xxx (xxx) xxx 
Total Pendapatan Lain-Lain xxx (xxx) xxx 
Laba Bersih xxx xxx xxx 
Sumber: (Suandy 2016)  
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
 
Mengevaluasi Pengakuan Aset Tak Berwujud Yang Dimiliki Perusahaan 
Dari hasil penelitian diperoleh data Aset Tak Berwujud yang dimiliki oleh 
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Tabel 3 Daftar Aset Tetap Tak Berwujud 
Keterangan  : Sistem InformasiKepegawaian 
Tipe Aset  : Tidak Berwujud 
Harga Perolehan : Rp 35.000.000 
Tanggal Perolehan : 31 Desember 2018 
Estimasi Umur : 4 Tahun 
Sumber: PT. Petrokopindo Cipta Selaras Gresik 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. Petrokopindo Cipta 
Selaras Gresik aset tak berwujud yang dimiliki tersaji dalam Tabel 3. Aset tak 
berwujud tersebut tergolong perangkat lunak berupa Sistem Informasi 
Kepegawaian yang diperoleh dari pembelian kepada pihak lain dan seluruh biaya 
yang dikeluarkan untuk memperoleh Sistem Informasi Kepegawaian tersebut 
sepenuhnya di akui sebagai aset tak berwujud sebesar Rp 35.000.000. Estimasi 
manfaat pemakaian dari aset tersebut diharapkan 4 Tahun. Sesuai dengan kriteria 
pengakuan aset tak berwujud menurut PSAK 19 dan sejalan dengan hasil 
penelitian (Sofia 2018) yang menyatakan biaya situs web diakui sebagai aset tak 
berwujud bukan beban seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Firmansyah 
and Hartanto 2019). 
 
Mengevaluasi Amortisasi Komersial Dan Amortisasi Fiskal Metode Garis 
Lurus (Straight Line Method) 
Perhitungan biaya amortisasi secara komersial menggunakan garis lurus: Biaya 
amortisasi = Rp 35.000.000 : 4 = Rp 8.750.000. Perhitungan biaya amortisasi 
secara fiskal menggunakan garis lurus: Biaya amortisasi tahun 2019 = 25% x Rp 
35.000.000 = Rp 8.750.000. Perusahaan menggunakan metode garis lurus 
sehingga sudah sesuai dengan PSAK 19 dan peraturan perpajakan, sehingga tidak 
ada koreksi fiskal karena hasil amortisasi sama antara komersial dengan fiskal 
yaitu Rp 8.750.000. 
 
Menghitung Amortisasi Komersial Dan Amortisasi Fiskal Metode  Saldo 
Menurun (Declining Balance Method) 
Perhitungan biaya amortisasi komersial menurut PSAK 19 adalah sebagai berikut: 
Biaya Amortisasi = Rp 35.000.000 x 50% = Rp 17.500.000. Perhitungan biaya 
amortisasi Fiskal menurut UU PPh adalah sebagai berikut: Biaya Amortisasi 
tahun pertama pada 2019 = 2 x 25% x Rp 35.000.000 = Rp 17.500.000. Metode  
Saldo Menurun sesuai dengan PSAK 19 dan diperbolehkan menurut peraturan 
perpajakan, sehingga tidak ada koreksi fiskal karena hasil amortisasi sama antara 
komersial dengan fiskal yaitu Rp 17.500.000. 
 
Rekonsiliasi Fiskal 
Berdasarkan Tabel 4, perhitungan aset tak berwujud menggunakan metode 
garis lurus sudah dilakukan koreksi fiskal oleh perusahaan dan tidak ada 
perbedaan antara amortisasi komersial dengan amortisasi fiskal karena tarif dan 
metode yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. PKP yang diperoleh sebesar Rp 27.425.574.392. Kemudian 
perhitungan aset tetap tak berwujud diatas dengan menggunakan metode saldo 
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karena tarif dan metode yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. PKP yang diperoleh sebesar Rp 27.416.824.392. 
 
Tabel 4 Rekonsiliasi Fiskal 
PT. Petrokopindo Cipta Selaras 
Laporan Laba Rugi Dan Pendapatan Komprehensif Lainnya Konsolidasian 
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 





Beban Pokok Penjualan 










    Umum Dan Administrasi(*) 
    Pemasaran 











    Laba usaha 
    Beban Keuangan 










Penghasilan (Beban) Lain-Lain 
    Pendapatan Lain-Lain 
    Beban Lain-Lain 












Laba Sebelum Pajak Penghasilan 27.416.824.392  27.416.824.392 
Keterangan: (*) Biaya amortisasi sebesar Rp 17.500.000 dan sisanya Biaya lain-lain sebesar Rp 22.449.533.621 
 
Menghitung Pajak Penghasilan  
1. Metode Garis Lurus (Straight Line Method) 
Penghasilan Kena Pajak = Rp 27.425.574.392 
PPh Terutang : 
25% x Rp 27.425.574. 392    = Rp 6.856.393.598 
Kredit pajak              Rp    571.366.133 
PPh Kurang/Lebih Bayar Pasal 29   = Rp 6.285.027.465 
2. Metode Saldo Menurun (Declining Balance Method) 
Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp  27.416.824.392 
PPh Terutang : 
25% x Rp  27.416.574. 392          = Rp 6.854.143.598 
 Kredit pajak                              Rp    571.178.633 














JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) 




Analisa Perbandingan Metode Amortisasi Fiskal Dengan Menggunakan 
Metode Garis Lurus Dan Saldo Menurun Untuk Mengetahui Pajak 
Penghasilan 
 
Tabel 5 Perbandingan Amortisasi Fiskal Dengan  
Menggunakan Metode Garis Lurus Dan Saldo Menurun Untuk  




PKP PPh Terutang 
PPh Kurang 
Bayar 
Garis Lurus Rp   8.750.000 Rp 27.425.574.392 Rp 6.856.393.598 Rp 6.285.027.465 
Saldo Menurun Rp 17.500.000 Rp 27.416.824.392 Rp 6.856.393.598 Rp 6.282.964.965 
Penghematan Rp        2.062.500 
 
Berdasarkan Tabel 5, analisis pembahasan biaya amortisasi dihitung 
dengan menggunakan metode garis lurus. Masa manfaat ditetapkan menurut 
kelompok satu yaitu empat tahun dengan tarif yaitu 25% per tahun, sehingga 
jumlah biaya amortisasi dari tahun perolehan sampai dengan tahun 2019 sebesar 
Rp 8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Biaya amortisasi 
dengan menggunakan metode saldo menurun. Masa manfaat ditetapkan menurut 
kelompok satu yaitu empat tahun dengan tarif 50% untuk tahun pertama, 25% 
untuk tahun kedua, 12,5% untuk tahun ketiga dan keempat, sehingga jumlah biaya 
amortisasi pada tahun 2019 sebesar Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus 
ribu rupiah). Pada tahun berikutnya akan ada penurunan persentase tarif sehingga 
memicu penurunan pembebanan amortisasi dan menaikan laba komersial ditahun 
selanjutnya. Biaya amortisasi aset tak berwujud setelah dilakukan koreksi fiskal 
yaitu tarif dan metode yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
Adanya perbedaan jumlah biaya amortisasi diatas yang merupakan beda 
waktu yang bersifat sementara dapat dimanfaatkan untuk melakukan perhitungan 
pajak penghasilan. Perhitungan Pajak Penghasilan perusahaan PT Petrokopindo 
Cipta Selaras atas Wajib Pajak Badan menurut tarif pasal 17 ayat (1) huruf b. 
Nilai Penghasilan Kena Pajak jika menggunakan metode garis lurus yaitu senilai 
Rp 27.425.574.392 sehingga perhitungan Pajak Penghasilan menurut tarif pasal 
17 ayat (1) huruf b senilai Rp 6.285.027.465. Nilai Penghasilan Kena Pajak jika 
menggunakan metode saldo menurun senilai Rp 27.416.824.392. Sehingga 
perhitungan Pajak Penghasilan menurut tarif pasal 17 ayat (1) huruf b senilai Rp 
6.282.964.965 jika dilihat dari perhitungan Pajak Penghasilan untuk tahun 2019 
terdapat penghematan pajak jika menggunakan metode saldo menurun yaitu 
senilai Rp 2.062.500. Sehingga metode saldo menurun sangat sesuai digunakan 
saat kondisi perekonomian sedang lesu seperti saat ini karena dampak covid-19. 
Penghematan pajak tersebut bisa dimanfaatkan perusahaan untuk menjalankan 
operasional usaha demi kelangsungan usaha. 
 
Interpretasi 
Aset tak berwujud yang dimiliki PT. Petrokopindo Cipta Selaras berupa 
Sistem Informasi Kepegawaian yang termasuk kriteria sebagai aset tak berwujud 
karena tergolong sebagai perangkat lunak yang bukan bagian integral dari 
perangkat komputer maka pengakuan atas Sistem Informasi Kepegawaian tersebut 
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35.000.000, sesuai dengan PSAK 19. Sedangkan pembebanan amortisasi pada 
tahun pertama menggunakan metode garis lurus sebesar Rp 8.750.000,- dan PKP 
yang diperoleh setelah rekonsiliasi fiskal sebesar Rp 27.425.574.392, sehingga 
pajak penghasilan yang dibayar Rp 6.285.027.465. sedangkan pembebanan 
amortisasi pada tahun pertama menggunakan saldo menurun sebesar Rp 
17.500.000 dan PKP yang diperoleh setelah rekonsiliasi fiskal sebesar Rp 
27.416.824.392, sehingga pajak penghasilan yang dibayar Rp 6.282.964.965, pada 
tahun berikutnya akan ada penurunan prosentase tarif sehingga memicu 
penurunan pembebanan amortisasi dan menaikan laba komersial ditahun 
selanjutnya. Namun pada tahun pertama ini jika menggunakan metode saldo 
menurun teridentifikasi penghematan pajak senilai Rp 2.062.500. Sehingga 
metode saldo menurun sangat sesuai digunakan saat kondisi perekonomian sedang 
lesu seperti saat ini karena dampak covid-19. Penghematan pajak tersebut bisa 
digunakan sebagai penambah modal perusahaan untuk menjalankan operasional 
usaha. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Firmansyah et al. 2020) yang menyatakan penggunaan metode garis lurus untuk 
penyusutan aset tak berwujud seperti piranti lunak dan lisensi akan menghasilkan 
laba komersial lebih banyak. Sedangkan penelitian (Ainiyah 2018) menghasilkan 
besarnya laba sebelum pajak atau PKP mempengaruhi besarnya pajak 
penghasilan. Jika PKP besar maka pajak penghasilan yang akan dibayar juga 





Pengakuan Aset tak berwujud sudah sesuai dengan kriteria yang ada dalam 
PSAK 19. PT. Petrokopindo Cipta Selaras dalam pembebanan amortisasi 
menggunakan metode garis lurus. Masa manfaat yang ditetapkan menurut 
kelompok satu yaitu empat tahun dengan tarif yaitu 25% per tahun, biaya 
amortisasi aset tak berwujud tidak dilakukan koreksi fiskal karena tarif dan 
metode yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Adanya perbedaan amortisasi fiskal dengan menggunakan 
metode garis lurus dan saldo menurun atas aset tak berwujud terhadap pajak 
penghasilan, sehingga akan mengurangi Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan 
Kena Pajak yang berkurang akan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan, jika 
dilihat dari perhitungan Pajak Penghasilan untuk tahun 2019 terdapat 
penghematan pajak jika menggunakan metode saldo menurun yaitu senilai Rp 
2.062.500. Sehingga penghematan tersebut bisa digunakan untuk operasional 
perusahaan. 
Perusahaan PT Petrokopindo Cipta Selaras sudah benar dalam melakukan 
Pengakuan aset tak berwujud, pembukuannya, metode dan tarif yang digunakan 
sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Terlihat biaya amortisasi pada tahun 
2019 lebih besar sehingga dalam perhitungan pajak penghasilan lebih hemat 
menggunakan metode saldo menurun. Dalam perpajakan ini terkait beda waktu 
pembebanan. Metode saldo menurun sangat sesuai jika digunakan dalam kondisi 
perekonomian sedang merosot seperti saat ini dampak dari covid-19. Diharapkan 
dari hasil penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan dalam menentukan aset tak 
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manfaat dan tarif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 
Perpajakan dalam rangka penghematan Pajak Penghasilan. Bagi peneliti 
selanjutmya diharapkan lebih memperluas penelitian dengan melakukan 
penelitian pada perusahaan lain dengan sektor yang berbeda, dengan harapan 
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